
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1156, 2016 KEMEN-KP. Wilayah Pesisir. Pulau-Pulau Kecil. 

Rehabilitasi. Tata Cara. 
 
 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

TATA CARA REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang 

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 

2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 266); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 

TATA CARA REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang 

selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan 

dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang 

telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari 

kondisi semula.  

2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut. 

3. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-

tumbuhan, hewan, organisme dan nonoganisme lain 

serta proses yang menghubungkannya dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 

4. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di 

dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur 

terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme 

kecil lain yang hidup dalam koloni. 

5. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi 

khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi 

pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau 

lumpur berpasir. 

6. Lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang 

hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, 

rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah dan 

berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) 

dan vegetatif (pertumbuhan tunas). 

7. Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada 

di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan 

laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran 

antara air tawar dan air laut. 
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8. Laguna adalah suatu cekungan di dasar perairan laut 

dangkal yang membentuk sistem ekologi yang berbeda 

dengan perairan di sekitarnya. 

9. Teluk adalah ekosistem pesisir dengan lekukan yang 

penetrasinya berbanding sedemikan rupa dengan lebar 

mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup 

seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran. 

10. Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses 

pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi 

delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem 

tersendiri.  

11. Gumuk Pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan 

pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun 

dan aktivitas angin. 

12. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah 

dengan muka air pasang tertinggi. 

13. Populasi Ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang 

secara alami dan dalam jangka panjang memiliki 

kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara 

dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta 

lingkungannya.  

14. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu 

sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, 

dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara 

berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 

15. Perlindungan Jenis Ikan adalah upaya untuk menjaga 

dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 

kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 

sumber daya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan. 

16. Pengayaan Sumber Daya Hayati adalah upaya 

meningkatkan jumlah, jenis, dan/atau kualitas sumber 

daya hayati yang telah mengalami penurunan populasi. 
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17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

melaksanakan urusan teknis di bidang pengelolaan 

ruang laut. 

20. Dinas adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan 

urusan bidang kelautan dan perikanan. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 2 

Tata cara rehabilitasi bertujuan untuk memberikan panduan 

atau pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi sehingga dapat 

memulihkan dan/atau memperbaiki Ekosistem atau populasi 

Ikan yang rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi 

semula. 

 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan 

rehabilitasi. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap: 

a. Terumbu karang; 

b. Mangrove; 

c. Lamun; 

d. Estuari; 

e. Laguna; 

f. Teluk; 

g. Delta; 
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